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ABSTRAK 

 

Daerah Provinsi Aceh merupakan suatu daerah di Negara Indonesia yang 

mendapatkan otonomi khusus oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan 

Syariat Islam di daerahnya. Salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Daerah Provinsi Aceh adalah Qanun Aceh No. 4 Tahun 2016 Tentan 

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah (Qanun 

Aceh No. 4/2016) yang dibentuk dengan semangat menjaga kerukunan antar umat 

beragama dan melindungi hak kebebasan beragama Warga Daerah Provinsi Aceh. 

Akan tetapi, Qanun Aceh No. 4/2016 tersebut mengandung pasal-pasal yang 

bertentangan dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala 

Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat 

yang merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menjadi 

acuan dalam pembuatan Qanun Aceh No. 4/2016. Juga, Qanun Aceh No. 4/2016 

melanggar prinsip kesetaraan dan non-diskriminatif dalam Hak Asasi Manusia. 

Sehingga, perlu adanya pengkajian ulang disertai amandemen Qanun Aceh No. 

4/2016. 
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KATA PENGANTAR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara kesatuan sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (selanjutnya disebut: UUD NRI 1945). Dalam konsep negara 

kesatuan, dikenal pembagian kekuasaan vertikal yang maksudnya adalah 

pembagian kekuasaan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.1 

Mengenai pemerintahan daerah, salah satu pasal dalam konstitusi Indonesia 

yang membahas mengenai hal tersebut adalah Pasal 18B Ayat (1) UUD NRI 

1945, yang berbunyi: 

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah 

yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-

undang.” 
 

Salah satu daerah yang menjalankan pemerintahan daerah yang bersifat khusus 

adalah Aceh.2 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-

2004 (selanjutnya disebut: TAP MPR No. IV/MPR/99), pada salah satu 

poinnya menyatakan: 

“Mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial 

budaya masyarakat Aceh, melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh sebagai 

daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang.” 
 

Selanjutnya, ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh 

sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini merupakan bentuk 

pelaksanaan amanat dari TAP MPR No. IV/MPR/99. Kemudian, undang-

                                                           
1  Jimly Asshidiqie, “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II”, (Jakarta: Sekretariatan Jenderal 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006), hlm. 26. 
2  Setya Retnani, “Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia”, Makalah Kantor Menteri Negara 

Otonomi Daerah Republik Indonesia tahun 2000, hlm. 1. 
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undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut: UU 

Pemerintahan Aceh).3 

Dalam UU Pemerintahan Aceh ditetapkan wewenang apa saja yang 

diberikan kepada Provinsi Aceh sebagai suatu daerah otonomi khusus yang 

pemerintahannya dijalankan berdasarkan hukum Islam atau Syariat Islam.4 

Salah satu wewenang tersebut adalah untuk membentuk peraturan daerah 

disebut dengan Qanun Aceh. Definisi dari Qanun Aceh terdapat dalam Pasal 1 

Angka 21 UU Pemerintahan Aceh, yaitu: 

“Qanun Aceh adalah peraturan perundang undangan sejenis peraturan daerah 

provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan 

masyarakat Aceh.” 
 

Selanjutnya, Pasal 13 UU Pemerintahan Aceh menyatakan, bahwa 

Qanun Aceh mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara 

Pemerintahan Aceh dengan pemerintahan kabupaten/kota. Urusan tersebut 

berkaitan dengan Syariat Islam. 

Salah satu Qanun yang dibuat dan diberlakukan di Provinsi Aceh 

adalah Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan 

Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah (selanjutnya 

disebut: Qanun Aceh No. 4/2016). Terdapat beberapa latar belakang 

dikeluarkannya aturan ini, seperti negara menjamin kemerdekaan penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama 

dan kepercayaannya, lalu juga karena kewajiban pemerintah untuk melindungi 

setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah pemeluk-

pemeluknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, dibentuk dan diberlakukan-

lah Qanun Aceh No. 4/2016 tersebut yang salah satu pokok ketentuannya 

mengatur tentang pendirian tempat ibadah di daerah Aceh. 

                                                           
3  Husni Jalil dkk, “Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2006”, KANUN No. 51 Edisi Agustus 2010, hlm. 290. 
4  Secara yuridis formal, pengaturan syariat Islam di Aceh didasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh 

dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. 
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Mengenai pengaturan tentang pendirian tempat ibadah di daerah Aceh 

tersebut, salah satunya menentukan syarat pendirian tempat ibadah sebagai-

mana terdapat dalam Bab V Qanun ini. Salah satu pasal yang mengatur syarat 

pendirian tempat ibadah adalah Pasal 14 huruf a dan b Qanun Aceh No. 4/2016 

yang berbunyi: 

“Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian 

Tempat Ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:  

a. daftar nama paling sedikit 140 (seratus empat puluh) orang penduduk 

setempat sebagai pengguna Tempat Ibadah yang bertempat tinggal tetap dan 

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang disahkan 

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat batas wilayah; 

b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 (seratus sepuluh puluh) 

orang yang bukan pengguna Tempat Ibadah disahkan oleh Keuchik atau nama 

lain;” 
 

Dalam Pasal 14 huruf a dan b Qanun Aceh No. 4/2016 di atas 

dinyatakan syarat pendirian tempat ibadah, yaitu daftar nama paling sedikit 

140 orang penduduk setempat sebagai pengguna tempat ibadah dan dukungan 

masyarakat setempat paling sedikit 110 orang di luar pengguna tempat ibadah. 

Hal ini kemudian akan terkait dengan jumlah penduduk dan agama yang dianut 

di setiap kabupatennya. 
 

Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk Aceh Berdasarkan Agama 

Semester I Tahun 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber:https://ppid.acehprov.go.id/v2/dip/download/766/Jumlah%20Penduduk%20Aceh%2

0Berdasarkan%20Agama%20Semester%20I%202015.pdf 

https://ppid.acehprov.go.id/v2/dip/download/766/Jumlah%20Penduduk%20Aceh%20Berdasarkan%20Agama%20Semester%20I%202015.pdf
https://ppid.acehprov.go.id/v2/dip/download/766/Jumlah%20Penduduk%20Aceh%20Berdasarkan%20Agama%20Semester%20I%202015.pdf
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Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, dapat dilihat mayoritas penduduk 

beragama Islam, sedangkan sisanya (minoritas) beragama Kristen, Hindu, 

Budha, dan Katolik yang hanya kurang lebih 15% dari jumlah mayoritas 

penduduk beragama Islam. Pada tabel di bawah ini, dapat dilihat jumlah tempat 

ibadah menurut jenis agama di Provinsi Aceh:5 

Tabel 1.2 

Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Agama 

dalam Kabupaten/Kota, 2014 
 

Sumber : http://aceh.bps.go.id/ 

Berdasarkan data penduduk sebagaimana tampak dalam tabel 

sebelumnya, meskipun mayoritas penduduk Aceh beragama Islam, tetapi 

terdapat cukup banyak pula penduduk beragama lainnya, yakni ribuan bahkan 

ada yang puluhan ribu. Misalnya, di Kabupaten Aceh Tenggara. Di kabupaten 

                                                           
5  BPS Provinsi Aceh, “Aceh Dalam Angka 2015”, diakses dari http://aceh.bps.go.id/ pada tanggal 

22 November 2017 pukul 09.30. 

http://aceh.bps.go.id/
http://aceh.bps.go.id/
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ini, penduduk beragama Islam berjumlah 176.574, penduduk beragama Kristen 

berjumlah 40.957, dan penduduk beragama Hindu berjumlah 1.774. 

Dibandingkan dengan jumlah tempat ibadah, di Kabupaten Aceh Tenggara 

terdapat 22 gereja dan tidak ada pura. 

Selain itu, di Kota Banda Aceh juga terdapat 230.407 penduduk 

beragama Islam, 1.840 penduduk beragama Kristen, 2.970 penduduk beragama 

Katolik, dan 524 penduduk bergama Hindu. Sedangkan, jumlah tempat ibadah 

adalah 1 gereja Katolik, 3 gereja Kristen, dan tidak ada pura. Tidak hanya di 

Kabupaten Aceh Tenggara dan Kota Banda Aceh, melainkan juga Kabupaten 

Aceh Singkil. Di Kabupaten Aceh Singkil, terdapat 113.036 penduduk 

beragama Islam, 13.917 penduduk beragama Kristen, dan 922 penduduk 

beragama Hindu. Sedangkan, jumlah tempat ibadah hanya 3 gereja Kristen. 

Berdasarkan data yang telah dijabarkan pada paragraf sebelumnya, hal 

ini berpotensi besar menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat, bahkan 

berdasarkan data yang ada kondisi nyata di Provinsi Aceh menunjukkan 

adanya ketimpangan antara satu agama dengan agama lainnya dalam hal 

tempat ibadah atau rumah ibadah. Selain itu, dinyatakan dalam Pasal 19 Qanun 

Aceh No. 4/2016: 

“Dalam rangka penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk 

pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga 

kerukunan hidup antar umat beragama, ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18, tidak berlaku untuk pendirian Tempat 

Ibadah umat Islam.” 
 

Berdasarkan pasal tersebut, syarat pendirian tempat ibadah hanya 

berlaku bagi umat agama lain di luar agama Islam. Bila dikaitkan dengan Pasal 

14 huruf b Qanun Aceh No. 4/2016, dapat menimbulkan tafsir bahwa 

dukungan masyarakat setempat yang menjadi syarat pendirian tempat ibadah 

berasal dari agama mayoritas sebab dukungan yang dimaksud harus berasal 

dari masyarakat setempat yang bukan pengguna tempat ibadah. 

Selain itu, dikenal pula Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan 

Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan 
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Pendirian Rumah Ibadat (selanjutnya disebut: PBM No. 8 dan 9/2006). 

Peraturan tersebut memiliki kedudukan di atas Qanun yang dibuat oleh 

Pemerintah Daerah. Dalam PBM No. 8 dan 9/2006, diatur pula tentang syarat 

pendirian rumah ibadah sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 Ayat 2 huruf a 

dan b sebagai berikut. 

“a.  daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling 

sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat 

sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 ayat (3); 
b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang 

disahkan oleh lurah/kepala desa;” 
 

PBM No. 8 dan 9/2006 mengatur syarat yang berbeda dan lebih sedikit dari 

yang terdapat pada aturan di bawahnya, yaitu Qanun Aceh No. 4/2016. 

Di sisi lain, terdapat hak kebebasan beragama yang merupakan bagian 

dari hak asasi manusia. Kebebasan beragama merupakan hak yang 

fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable 

rights). Hak ini tidak dapat diambil oleh siapapun (unalienable) karena 

ditentukan oleh dirinya sendiri dan tanpa ada paksaan.6 

Secara internasional, dikenal International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR) yang dalam bahasa Indonesianya adalah Kovenan 

Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Kovenan ini telah diratifikasi 

selanjutnya disahkan dan diundangkan dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant 

on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil 

dan Politik). Pasal 18 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 

menyatakan: 

“Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan beragama. Hak 

ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas 

pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik di tempat umum atau tertutup, untuk 

menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, 

pengalaman, dan pengajaran.” 
 

                                                           
6  Nella Sumika Putri, “Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom) 

Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah)”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 

2011, hlm. 230. 
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Selanjutnya, hak asasi manusia internasional mengenal suatu ketentuan 

mengenai pemegang hak asasi manusia (right bearer) dan pemegang 

kewajiban (duty bearer). Individu yang merupakan pihak pemegang hak asasi 

manusia, sedangkan negara berposisi sebagai pemegang kewajiban terhadap 

hak asasi manusia, yaitu kewajiban melindungi (protect), menghormati 

(respect), dan memenuhi (to fulfill) hak asasi manusia setiap individu.7 Dalam 

hal ini, setiap individu tanpa terkecuali, baik kaum minoritas sekalipun wajib 

untuk dilindungi hak asasi manusianya oleh negara. Sebagaimana subjek 

hukum hak asasi manusia secara hukum internasional, terdapat tiga kelompok 

utama yang diakui sebagai subjek hukum hak asasi manusia yang salah satunya 

adalah kaum minoritas (minorities).8 

Dalam hukum nasional sendiri, Indonesia telah menetapkan hak 

kebebasan beragama dalam Pasal 28E dan 29 UUD NRI 1945. Pasal 29 UUD 

NRI 1945 berbunyi: 

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 

itu.” 
 

Selanjutnya, sejalan dengan pasal tersebut, Pasal 28E Ayat (1) dan (2) UUD 

NRI 1945 menyatakan: 

“(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 

memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih 

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 
meninggalkannya, serta berhak kembali. 
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan 

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” 
 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis perlu meneliti tentang 

Qanun Aceh No. 4/2016 dalam hubungannya dengan hak kebebasan beragama, 

bagaimana hubungan antara keduanya, meneliti lebih jauh adakah pembatasan 

dan pelanggaran atas hak kebebasan beragama dalam Qanun Aceh No. 4/2016 

tersebut. Juga akan dikaji keterkaitan Qanun Aceh No. 4/2016 dengan PBM 

No. 8 dan 9/2006, apakah menyimpang dari kewenangan yang seharusnya? 

                                                           
7  Andrey Sujatmoko, “Hukum HAM dan Hukum Humaniter”, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 

2015), hlm. 38. 
8  Rhona K. M. Smith, et al., “Hukum Hak Asasi Manusia”, (Yogyakarta: PUSHAM UII. 2008), 

hlm. 58. 
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Penelitian ini dituangkan dalam tulisan yang diberi judul “QANUN ACEH 

NOMOR 4 TAHUN 2016 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HAK 

KEBEBASAN BERAGAMA DAN PERATURAN BERSAMA MENTERI 

AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 DAN 9 TAHUN 

2006.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan dan meneliti 

masalah-masalah berikut: 

a. Bagaimana kewajiban Negara Indonesia dalam melindungi hak asasi 

manusia warga negaranya, khususnya hak kebebasan beragama yang 

sudah diakui secara internasional? 

b. Bagaimana hubungan antara Qanun Aceh No. 4/2016, khususnya 

mengenai izin pendirian tempat ibadah dengan hak kebebasan beragama 

Warga Negara Indonesia? 

c. Apakah Qanun Aceh No. 4/2016 bertentangan dengan PBM No. 8 dan 

9/2006, sehingga Pemerintah Aceh membuat aturan yang menyimpang 

dari kewenangan yang seharusnya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berikut beberapa tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini. 

a. Untuk mengetahui apakah Negara Indonesia telah melindungi hak asasi 

manusia warga negaranya, khususnya mengenai hak kebebasan beragama. 

b. Untuk mengetahui dan menemukan jawaban yang pasti dan mendalam 

tentang Qanun Aceh No. 4/2016 terutama mengenai izin pendirian tempat 

ibadah dalam hubungannya dengan hak kebebasan beragama, apakah 

terdapat pelanggaran di dalamnya? 

c. Untuk mengetahui secara lebih jelas apakah terdapat penyimpangan 

kewenangan dan ketidaksesuaian antara Qanun Aceh No. 4/2016 dengan 

peraturan di atasnya, khususnya dengan PBM No. 8 dan 9/2006 terutama 

pada bagian tentang Pendirian Rumah Ibadat. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan secara teoretis maupun 

praktis. 

a. Secara Teoretis 

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan masukan teoretis 

yang berguna dan bermanfaat terutama mengenai hak kebebasan beragama 

dalam hubungannya dengan aturan positif yang berlaku di Indonesia, lebih 

khusus Provinsi Aceh, terutama mengenai pendirian tempat ibadat. 

b. Secara Praktis 

Diharapkan bahwa penulisan ini dapat memberikan kegunaan secara 

praktis, berupa masukan yang bermanfaat bagi kaum praktisi, mahasiswa, 

maupun pemerintah, terutama dalam rangka pencapaian hak asasi manusia 

yang benar-benar dihormati dan dijunjung tinggi. 

 

1.5 Metode Penelitian 

a. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian yuridis normatif. 

Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara melakukan 

studi kepustakaan melalui penelaahan bahan-bahan kepustakaan. 

Berdasarkan metode tersebut, penelitian dititikberatkan pada bahan pustaka 

atau data sekunder. Melalui metode ini, dilihat berbagai ketentuan dalam 

peraturan-peraturan internasional dan nasional terkait dengan hak asasi 

manusia terutama dalam hak kebebasan beragama, serta berbagai bahan-

bahan kepustakaan terkait dengan hak asasi manusia terutama hak 

kebebasan beragama. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian yang 

hendak dilakukan menggunakan metode yang menitikberatkan pada data 

sekunder atau dapat disebut menggunakan metode data sekunder. Data 

sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut: 



10 
 

- Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang diakui 

sebagai sumber hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

- Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum 

sekunder ini meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, makalah-

makalah, serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian dan 

menjadi acuan dan pendukung dari penelitian ini. 

- Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang menjadi penunjang dari 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier 

mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman internet, dan Black’s 

Law Dictionary. Bahan-bahan hukum tersier ini digunakan untuk 

mencari peristilahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang 

hendak dilakukan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang menjadi bagian awal dari 

penulisan ini, terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistema-tika penulisan. 

 

BAB II : HAK KEBEBASAN BERAGAMA 

SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA 

Bab ini menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia pada 

umumnya, lalu hak kebebasan beragama pada khususnya. Hak asasi manusia 

secara internasional, nasional, kemudian lebih khusus pada hak kebebasan 

beragama, terkait konsep-konsepnya, aturannya, dan peng-implementasiannya 

di Indonesia. Lebih khusus lagi menjabarkan hak kebebasan beragama dalam 

kaitannya dengan tempat ibadat. 
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BAB III : QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2016 DAN PERATURAN 

BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 8 DAN 9 TAHUN 2006 

Bab ini membahas aturan bernama Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah, yaitu 

mengenai latar belakang dan makna pemberlakuannya. Pula, dibahas mengenai 

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil 

Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, 

Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah 

Ibadat, yaitu latar belakang dan makna pemberlakuannya. Pembahasan kedua 

aturan tersebut lebih khusus mengenai pendirian tempat ibadah yang diatur 

dalam kedua aturan itu. Hal-hal yang dibahas seperti izin pendirian tempat 

ibadah dan syarat-syarat izin pendirian tempat ibadah. Selain kedua hal 

tersebut, bab ini juga membahas otonomi khusus Provinsi Aceh yang diberikan 

oleh Pemerintah Indonesia. 

 

BAB IV : QANUN ACEH NOMOR 4 TAHUN 2016 DALAM 

HUBUNGANNYA DENGAN HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN 

PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM 

NEGERI NOMOR 8 DAN 9 TAHUN 2006 

Selanjutnya, Bab IV membahas analisa terhadap perumusan masalah yang 

diteliti oleh penulis. Berdasarkan perumusahan masalah yang ada, bab analisa 

ini akan diberi judul “Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 dalam Hubungannya 

dengan Hak Kebebasan Beragama dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan 

Menteri dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006.” Dalam bab ini, dianalisis 

dan ditemukan hubungan antara Qanun tersebut dengan hak kebebasan 

beragama dan apakah terdapat pelanggaran atas hak kebebasan beragama 

tersebut. Pula, menganalisis peraturan yang lebih tinggi dari Qanun, yaitu 

Peraturan Bersama Menteri untuk melihat apakah Qanun ini telah sesuai 

dengan peraturan di atasnya dan tidak menyimpang dari kewenangan yang 
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seharusnya oleh pemerintah daerah dalam membentuk suatu peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bagian akhir dari penulisan ini adalah penutup yang membahas hasil penelitian 

dalam bentuk yang ringkas, yakni berupa kesimpulan. Selain kesimpulan yang 

merupakan hasil penelitian dalam bentuk ringkas, terdapat juga saran yang 

diberikan oleh penulis sebagai masukan yang kira-kira dapat menjadi solusi 

atau alternatif atas hasil penelitian penulis. 
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